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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui bagaimanakah wewenang pejabat
penyidik pegawai negeri sipil dalam memeriksa
perkara pelanggaran hak konsumen dan
bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran
terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang
dapat dilakukan penyidikan. Dengan
menggunakan metode penelitian yuridis
normatif, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk
pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
yang dapat dilakukan penyidikan, diantaranya
Pelaku usaha memproduksi dan/atau
memperdagangkan barang dan/atau jasa yang
tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan
standar yang dipersyaratkan  ketentuan
peraturan perundang-undangan dan
menawarkan, mempromosikan, mengiklan-kan
suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar
serta penjualan yang dilakukan melalui cara
obral atau lelang yang mengelabui dan
menyesatkan konsumen. Pelaku
usahamenawarkan barang dan/atau jasa yang
ditujukan untuk diperdagangkan dengan
membuat atau mencantumkan klausula baku
pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang
tidak sesuai dengan persyaratan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. 2. Wewenang pejabat
penyidik pegawai negeri sipil dalam memeriksa
perkara pelanggaran hak konsumen
dilaksanakan dengan melakukan koordinasi
dengan penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia. Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu di lingkungan instansi pemerintah
yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di
bidang  perlindungan  konsumen  diberi
wewenang khusus sebagai penyidik
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
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Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil
berwenang: melakukan pemeriksaan atas
kebenaran laporan atau keterangan, orang atau
badan hukum, pembukuan, catatan, dan
dokumen lain, penyitaan terhadap barang hasil
pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dan
meminta  bantuan ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang perlindungan konsumen.

Kata kunci: Wewenang, Penyidik Pegawai
Negeri Sipil, Pelanggaran, Hak Konsumen.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perlindungan konsumen merupakan bagian
tak terpisahlan dari kegiatan bisnis yang sehat.
Dalam kengiatan bisnis yang sehat terdapat
keseimbangan  perlindungan hukum antara
konsumen dengan prosuden. Tidak ada
perlindungan yang seimbang menyebabkan
konsumen berada pada posisi  yang
lemah.Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan
oleh produsen merupakan jenis produk yang
terbatas, produsen dapat menyalahgunakan
posisinya yang monopolitis tersebut. Hal itu
tentu saja akan merugikan konsumen.

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini
mendapat cukup perhatian karena menyangkut
aturan-aturan guna mensejahterahkan
masyarakat, bukan saja masyarakat selaku
konsumen saja yang mendapat perlindungan,
namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang
sama untuk mendapat perlindungan, masing-
masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah
berperan mengatur, mengawasi dan
mengontrol, sehingga tercipta sistem vyang
kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain
dengan demikian tujuan mensejahterahkan
masyarakat secara luas dapat tercapai.’

Presiden J.F. Kennedy telah menemukan
empat hak dasasr konsumen, yaitu:’

*Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi
Konsumen di Indonesia, Edisi 1.Cetakan ke-1.PT.
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 1

“Celina Tri Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen,
Edisi I. Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta, 2008, hal.
1.

Racmadi Usman, Hukum Ekonomi Dalam Dinamika, Cet. I.
Djambatan, Jakarta, 2000, hal. 203(Lihat Mariam Darus
Badrulzaman, Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat
Dari Sudut Perjanjian baku (Standard) Dalam Badan
Pembinaan Hukum Nasional, Simposium Aspek-Aspek
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1. Hak memperoleh keamanan (the right to
safety);

2. Hak memilih (the right to choose);

3. Hak mendapat informasi (the right to be

informed);
4. Hak untuk didengar (the right to be
heard).
Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak
mendengar, membaca dan bahkan

menyaksikan sendiri berbagai praktik bisnis
yang merugikan konsumen.Praktik bisnis yang
merugikan konsumen bukan hanya dilakukan
oleh pelaku usaha berskala besar, melainkan
juga oleh pelaku usaha menengah dan pelaku
usaha kecil.®

Terjadinya pelanggaran hukum terhadap
hak-hak konsumen yang terbukti memenuhi
unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang  Perlindungan  Konsumen, perlu
dilakukan proses pemeriksaan sesuai dengan
prosedur yang diatur dalam hukum acara
pidana, melalui tahap penyelidikan, penyidikan,
penuntutan dan pemeriksaan di sidang
pengadilan.

Penyidikan merupakan bagian penting
dalam tahapan peradilan pidana untuk
menyelesaikan perkara tindak pidana di bidang
pelanggaran hukum atas hak-hak konsumen,
karena melalui penyidikan, penyidik dapat
melakukan  serangkaian  tindakan  untuk
mengumpulkan  bukti-bukti  yang  dapat
membuat terang suatu peristiwa pidana yang
telah terjadi sehingga melalui bukti-bukti yang
telah dikumpulkan secara cermat dan teliti
dapat ditemukan tersangka pelaku tindak
pidana yang telah merugikan konsumen.

Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana
yang telah merugikan konsumen diarahkan
pada pelaku usaha,orang perseorangan atau
badan usaha, baik yang berbentuk badan
hukum maupun bukan badan hukum yang
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam
berbagai bidang ekonomi, seperti kegiatan
perdagangan barang dan/atau jasa oleh pelaku
usaha kepada konsumen.

Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, Binacipta,
Bandung,1986, hal. 61.

 H. Mulyadi Nitisusastro, Perilaku Konsumen Dalam
Perspektif Kewirausahaan, Cetakan Kesatu. Alfabeta,
Bandung, 2012, hal. 253-254.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah wewenang pejabat
penyidik pegawai negeri sipil dalam
memeriksa perkara pelanggaran hak
konsumen ?

2. Bagaimanakah bentuk-bentuk
pelanggaran terhadap Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999  Tentang
Perlindungan Konsumen yang dapat
dilakukan penyidikan ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum vyang dilakukan dengan
cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian
hukum normatif atau penelitian hukum
kepustakaan (di samping adanya penelitian
hukum sosiologis atau empiris yang terutama
meneliti data primer). 7 Penelitian hukum
normatif mengkaji kelembagaan hukum yang
meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif,
dan institusi lainnya.Penelitian hukum normatif
juga mengkaji subjek hukum yang meliputi
badan hukum, organisasi profesi hukum,
pelaksana undang-undang, aparat penegak
hukum, profesional hukum, kedudukan, fungsi
dan peran subjek hukum.?

PEMBAHASAN

A. Wewenang Pejabat Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Dalam Memeriksa Perkara
Pelanggaran Hak Konsumen
Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal

59 ayat:

(1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu di lingkungan instansi pemerintah
yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya
di bidang perlindungan konsumen juga
diberi wewenang khusus sebagai penyidik
sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang:

7Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum
Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta.1995, hal. 13-14.

EAbdulkadir Muhamad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT.
Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004, hal. 104.
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a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran
laporan atau keterangan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang
perlindungan konsumen;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang
atau badan hukum vyang diduga
melakukan tindak pidana di bidang
perlindungan konsumen;

c. meminta keterangan dan bahan bukti
dari orang atau badan hukum
sehubungan dengan peristiwa tindak
pidana di bidang perlindungan
konsumen;

d. melakukan pemeriksaan atas
pembukuan, catatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di
bidang perlindungan konsumen;

e. melakukan pemeriksaan di tempat
tertentu yang diduga terdapat bahan
bukti serta melakukan penyitaan
terhadap barang hasil pelanggaran yang
dapat dijadikan bukti dalam perkara
tindak pidana di bidang perlindungan
konsumen;

f. meminta bantuan ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang perlindungan
konsumen.

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan
dan hasil penyidikannya kepada Penyidik
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan hasil penyidikan kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat
Polisi Negara Republik Indonesia.

Penyidik pegawai negeri sipil tertentu
mempunyai wewenang sesuai dengan undang-
undang hukumnya masing-masing dan dalam
pelaksanaan tugasnya berada di bawah
koordinasi dan pengawasan penyidik Polri
(Pasal 7 ayat (2) KUHAP). Dengan kata lain,
wewenang penyidik pegawai negeri sipil
tertentu hanya terbatas sesuai dengan undang-
undang vyang menjadi dasar  hukum
pelaksanaan tugas mereka.’

®Ibid, hal. 18.
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B. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Terhadap Hak-
Hak Konsumen Menurut Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen
Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak-

hak konsumen menurut Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen yang dapat dilakukan penyidikan

oleh penyidik dari Pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia dan pejabat Penyidik

Pegawai Negeri Sipil dapat diketahui

daripengaturan Pasal 62 yang menyatakan pada

ayat:

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal
9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal

17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf
e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
atau pidana denda paling banyak Rp
2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).™

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,

Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal
16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f
dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun atau pidana denda
paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).

(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan
luka berat, sakit berat, cacat tetap atau
kematian diberlakukan ketentuan pidana
yang berlaku.

Untuk mengetahui secara rinci bentuk-
bentuk pelanggaran atas hak-hak konsumen,
sebagaimana diatur dalam Pasal 62 menurut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen, maka perlu diuraikan
isi pasal-pasal yang dinyatakan dalam Pasal 62
tersebut.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha,
dinyatakan pada Pasal 8 ayat:

(1) Pelaku wusaha dilarang memproduksi
dan/atau memperdagangkan barang
dan/atau jasa yang:

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai
dengan standar yang dipersyaratkan
dan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen.
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b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi
bersih atau netto, dan jumlah dalam
hitungan sebagaimana yang dinyatakan
dalam label atau etiket barang
tersebut;

c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran,
timbangan dan jumlah dalam hitungan
menurut ukuran yang sebenarnya;

d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan,
keistimewaan atau kemanjuran
sebagaimana dinyatakan dalam label,
etiket atau  keterangan  barang
dan/atau jasa tersebut;

e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan,
komposisi, proses pengolahan, gaya,
mode, atau penggunaan tertentu
sebagaimana dinyatakan dalam label
atau keterangan barang dan/atau jasa

tersebut;

f. tidak sesuai dengan janji yang
dinyatakan  dalam label, etiket,
keterangan, iklan atau promosi
penjualan barang dan/atau jasa
tersebut;

g. tidak mencantumkan tanggal
kadaluwarsa atau jangka waktu

penggunaan/pemanfaatan yang paling
baik atas barang tertentu;

h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi
secara halal, sebagaimana pernyataan
"halal" yang dicantumkan dalam label;

i. tidak memasang label atau membuat
penjelasan barang yang memuat nama
barang, ukuran, berat/isi bersih
atau netto, komposisi, aturan pakai,
tanggal pembuatan, akibat sampingan,
nama dan alamat pelaku usaha serta
keterangan lain untuk penggunaan
yang menurut ketentuan harus di
pasang/dibuat;

j. tidak mencantumkan informasi
dan/atau petunjuk penggunaan barang
dalam bahasa Indonesia sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan

barang yang rusak, cacat atau bekas, dan

tercemar tanpa memberikan informasi
secara lengkap dan benar atas barang
dimaksud.

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan

sediaan farmasi dan pangan yang rusak,

cacat atau bekas dan tercemar, dengan
atau tanpa memberikan informasi secara
lengkap dan benar.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran

pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang
memperdagangkan barang dan/atau jasa
tersebut serta wajib menariknya dari
peredaran.

Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Huruf (g) Jangka
waktu

penggunaan/pemanfaatannya yang

paling baik adalah terjemahan dari kata best

before yang biasa digunakan dalam Ilabel
produk makanan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen,Pasal 9
ayat:

(1)

Pelaku usaha dilarang menawarkan,
mempromosikan,  mengiklankan  suatu
barang dan/atau jasa secara tidak benar,
dan/atau seolah-olah :

a. barang tersebut telah memenuhi
dan/atau memiliki potongan harga,
harga khusus, standar mutu tertentu,
gaya atau mode tertentu, karakteristik
tertentu, sejarah atau guna tertentu;

b. barang tersebut dalam keadaan baik
dan/atau baru;

c. barang dan/atau jasa tersebut telah
mendapatkan  dan/atau memiliki
sponsor, persetujuan, perlengkapan
tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri
kerja atau aksesori tertentu;

d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat
oleh perusahaan yang mempunyai
sponsor, persetujuan atau afiliasi;

e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;

f. barang tersebut tidak mengandung
cacat tersembunyi;

g. barang tersebut merupakan
kelengkapan dari barang tertentu;

h. barang tersebut berasal dari daerah
tertentu;

i. secara langsung atau tidak langsung
merendahkan barang dan/atau jasa

lain;
j.  menggunakan kata-kata yang
berlebihan, seperti aman, tidak

berbahaya, tidak mengandung risiko
atau efek sampingan tanpa keterangan
yang lengkap;

k. menawarkan sesuatu yang
mengandung janji yang belum pasti.
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(2) Barang dan/atau jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk
diperdagangkan.

(3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran
terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan
penawaran, promosi, dan pengiklanan
barang dan/atau jasa tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen,Pasal 10. Pelaku usaha
dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang
ditujukan untuk diperdagangkan dilarang
menawarkan, mempromosikan, mengiklankan
atau membuat pernyataan yang tidak benar
atau menyesatkan mengenai :

a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;

b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;

c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti
rugi atas suatu barang dan/atau jasa;

d. tawaran potongan harga atau hadiah
menarik yang ditawarkan;

e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen,Pasal
13 ayat (2) Pelaku usaha dilarang menawarkan,
mempromosikan atau mengiklankan obat, obat
tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan,
dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara
menjanjikan pemberian hadiah berupa barang
dan/atau jasa lain.

Pasal 15. Pelaku usaha dalam menawarkan
barang dan/atau jasa dilarang melakukan
dengan cara pemaksaan atau cara lain yang
dapat menimbulkan gangguan baik fisik
maupun psikis terhadap konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal
17 ayat:

(1) Pelaku usaha periklanan dilarang

memproduksi iklan yang :

a. mengelabui konsumen mengenai
kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan
harga barang dan/atau tarif jasa serta
ketepatan waktu penerimaan barang
dan/atau jasa;

b. mengelabui jaminan/garansi terhadap
barang dan/atau jasa;

c. memuat informasi yang keliru, salah,
atau tidak tepat mengenai barang
dan/atau jasa;

d. tidak memuat informasi mengenai risiko
pemakaian barang dan/atau jasa;
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e. mengeksploitasi  kejadian  dan/atau
seseorang tanpa seizin yang berwenang
atau persetujuan yang bersangkutan;

f. melanggar etika dan/atau ketentuan
peraturan perundang-undangan
mengenai periklanan.

(2) Pelaku usaha periklanan dilarang
melanjutkan peredaran iklan yang telah
melanggar ketentuan pada ayat (1).
Periklanan sebagai salah satu sarana

pemasaran dan sarana penerangan memegang

peranan penting di dalam pembangunan yang
dilaksanakan bangsa Indonesia. Sebagai sarana
penerangan dan pemasaran, periklanan
merupakan bagian dari kehidupan media
komunikasi yang vital bagi pengembangan
dunia usaha, serta harus berfungsi menunjang
pembangunan (Tata Krama dan Tata Cara

Periklanan Indonesia). **

Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen,Pasal
18. Ketentuan Pencantuman Klausula Baku.

Pasal 18 ayat:

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang
dan/atau jasa vyang ditujukan untuk
diperdagangkan dilarang membuat atau
mencantumkan klausula baku pada setiap
dokumen dan/atau perjanjian apabila:

a. menyatakan  pengalihan  tanggung

jawab pelaku usaha;

b. menyatakan bahwa pelaku usaha
berhak menolak penyerahan kembali
barang yang dibeli konsumen;

c. menyatakan bahwa pelaku usaha
berhak menolak penyerahan kembali
uang vyang dibayarkan atas barang
dan/atau jasa vyang dibeli oleh
konsumen;

d. menyatakan pemberian kuasa dari
konsumen kepada pelaku usaha baik
secara langsung maupun tidak langsung
untuk melakukan segala tindakan
sepihak yang berkaitan dengan barang
yang dibeli oleh konsumen secara
angsuran;

e. mengatur perihal pembuktian atas
hilangnya kegunaan barang atau
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh
konsumen;

" Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum
Tentang Perlindungan Konsumen, Cetakan Keempat, PT.
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal. 172.
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f. memberi hak kepada pelaku usaha
untuk mengurangi manfaat jasa atau
mengurangi harta kekayaan konsumen
yang menjadi obyek jual beli jasa;

g. menyatakan tunduknya konsumen
kepada peraturan yang berupa aturan
baru, tambahan, lanjutan dan/atau
pengubahan lanjutan vyang dibuat
sepihak oleh pelaku usaha dalam masa
konsumen memanfaatkan jasa yang
dibelinya;

h. menyatakan bahwa konsumen
memberi kuasa kepada pelaku usaha
untuk pembebanan hak tanggungan,
hak gadai, atau hak jaminan terhadap
barang yang dibeli oleh konsumen
secara angsuran.

(2) Pelaku wusaha dilarang mencantumkan
klausula baku yang letak atau bentuknya
sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara
jelas, atau yang pengungkapannya sulit
dimengerti.

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan
oleh pelaku usaha pada dokumen atau
perjanjian yang memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula
baku yang bertentangan dengan Undang-
undang ini.

Penjelasan Pasal 18 ayat (1)Larangan ini
dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan
konsumen setara dengan pelaku usaha
berdasarkan prinsip kebebasan
berkontrak.Kontrak baku secara umum adalah
suatu kontrak tertulis yang isinya telah
diformulasikan oleh suatu pihak dalam bentuk-
bentuk formulir.*?

Adapun yang menjadi alasan untuk diadakan
kontrak baku karena efisiensi dan praktis.
Kontrak baku itu dibuat secara sepihak oleh
pelaku usaha dan konsumen tidak turut serta di
dalamnya.”™

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum
yang berlaku dapat diketahui bentuk-bentuk
pelanggaran  hukum  terhadap  hak-hak
konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8

2 Abdul Halim Barkatullah, Perlindungan Hukum Bagi
Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di
Indonesia, Pascasarjana,FH. Ull, Yogyakarta, dengan FH Ull
Press Yogyakarta, 2009, hal. 53
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yang dapat dilakukan penyidikan seperti:

1. Pelaku usaha memproduksi dan/atau
memperdagangkan barang dan/atau jasa
yang tidak memenuhi atau tidak sesuai
dengan standar vyang dipersyaratkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Pelaku usaha menawarkan,
mempromosikan,  mengiklan-kan  suatu
barang dan/atau jasa secara tidak benar;

3. Pelaku usaha melakukan penjualan melalui
cara obral atau lelang yang mengelabui dan
menyesatkan konsumen;

4. Pelaku usahamenawarkan barang dan/atau
jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan
dengan membuat atau mencantumkan
klausula baku pada setiap dokumen
dan/atau perjanjian vyang tidak sesuai
dengan persyaratan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang
dapat dilakukan penyidikan, diantaranya
Pelaku usaha memproduksi dan/atau
memperdagangkan barang dan/atau jasa
yang tidak memenuhi atau tidak sesuai
dengan standar yang dipersyaratkan
ketentuan peraturan perundang-undangan
dan menawarkan, mempromosikan,
mengiklan-kan suatu barang dan/atau jasa
secara tidak benar serta penjualan yang
dilakukan melalui cara obral atau lelang yang
mengelabui dan menyesatkan konsumen.
Pelaku usahamenawarkan barang dan/atau
jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan
dengan membuat atau mencantumkan
klausula baku pada setiap dokumen
dan/atau perjanjian vyang tidak sesuai
dengan persyaratan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.

2. Wewenang pejabat penyidik pegawai negeri
sipil dalam memeriksa perkara pelanggaran
hak  konsumen  dilaksanakan  dengan
melakukan koordinasi dengan penyidik
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
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lingkungan instansi pemerintah yang lingkup
tugas dan tanggung jawabnya di bidang
perlindungan konsumen diberi wewenang
khusus sebagai penyidik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana.Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil
berwenang: melakukan pemeriksaan atas
kebenaran laporan atau keterangan, orang
atau badan hukum, pembukuan, catatan,
dan dokumen lain, penyitaan terhadap
barang hasil pelanggaran yang dapat
dijadikan bukti dan meminta bantuan abhli
dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang perlindungan
konsumen.

B. SARAN

1. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak-
hak konsumen sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen, apabila telah
terbukti  memenuhi unsur-unsur tindak
pidana, maka diperlukan proses kelanjutan
dari  tahapan penyidikan ke tahap
penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.
Apabila pemeriksaan di pengadilan pelaku
usaha terbukti secara sah melakukan tindak
pidana, maka sanksi pidana harus
diberlakukan secara tegas sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

2. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil perlu
meningkatkan kerjasama dan koordinasi
dengan penyidik Pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia agar bukti-bukti yang
dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan
secara hukum karena telah diperiksa secara
cermat dan teliti. Penyidik Pejabat Pegawai
Negeri  Sipil  wajib  memberitahukan
dimulainya penyidikan dan hasil
penyidikannya kepada Penyidik Pejabat
Polisi Negara Republik Indonesia dan
menyampaikan hasil penyidikan kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat
Polisi Negara Republik Indonesia.
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